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KOMISI PEMILIIIAN IJMUM
KOTA SERANG

KEPLTTSAI.I KOMISI PEMIUHAN UMLIM KOTA SERAT{G

Nomor : 8a | ftIJd.". 03. 0 1 -Kpt I g6T A I KptJ-Kot/ IV/ 20 r I

TENTANG

PEI{EfAPA},I REI.AWAN DEMOKRASI
PADA PEMIIJHAN WALIKOTA DAN WAI(IL WALIKOTA SERAT,IG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA SERAT\IG,

Menimbang

Mengingat

&. bahwa unhrk melatsa.aatan ketentuan Pasal 131 ayat (U
Uadang-Undang Republik Indoneeia Nomor I Tahun 20ls
tentang Fenetapn Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2Ol+ tentang pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walftota menjadi Undang-Undang sebagaimana

teleh beberapa keli diuhh terakhir dengan Ugdang-Undang

Nomor 1O Tahun zOrc menyatakqn bahwa untuk mendukung
kelancaran Penyelenggaraan Femilihan dapat melibatt€n
partisipasi masyarakat

b. bahwa berdasarkan pertfunbangan sebagaimana dimaksud
psda huuf a di atas, perlu menetapkan Keputuean Komisi

Femilihan Umum Kota Serang tcntang Fenetapan Relarl€n

Demokrasi pada Femilihan Walikota dan lllqkil It alikota Serang

Tahun 2018;

l. Undang-Undang Republik tndonesia Nonnor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten fl,emberan Negara
Republik Indonesi& Tatrun 2OO0 Nomor 182, Tamhhan
I"embaran Negara Repubtik lndonesia Nomor a0f0l;

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 20Og
tentang Keuangan Negara {Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 Tamhhan trembaran
Republik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ZAOZ
tentang Pembentukan Kota Serang Di Pr,ovinsi Banten
fi.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan
lembaran Nqgara Republik Indonesia Nomor 47481;

4. Undang-Undang...
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4. Undang-Undang Republft Indonesia Nomor 23 Tatrun 2A14
tentang Femerinahan Daerah sebagaimana tclah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 {Irmh.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republft Indonesia
Nomor 56791;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 20f5
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentarg Femilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota me4jadi Undang-Undang sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor l0 Tahun 2016 (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor l3O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun ZAfi
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor OS tahun 2OOB

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
IJmrrm Provinsi, dan Komisi Pemilihen Umum lhbupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Ol tahun 2Of O;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunen Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekr€tariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekreteriat Komisi Pemilihan
Umum lfubupatcn/Kota scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2O08;

9. Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nomor I Tahun '2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan \Vakil
Bupa6 den/atau Walikota dan Wakil trralikota Tahun 2Ol8
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2Ol7
tentang Ikmpanye Femilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur,
Bupati Dan Walnl Bupati, Dan/Atau \l/alikota Dan Wakil
Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol7
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalem Pemilihan Gubernur dan Slekil Oubernur,
Bupati dan Wekil Bupati, danlatau Walikota dan Wakil
Walikota.

Berite Acam Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor:
84O |B,AI 3673 ll\l | 2Ol8 tentang Penetapan Relawan Demokrasi
pada Pemifihan Waffkota dan Wakil Walikota Serang Tahun
201E;

MEMUTUSKAN...

Memperhatikan t.



Menetapkan

KESAru

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG
PENETAPAN REI"AWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.

Menetapkan Relawan Demokraei pada Pemilihan \l/alikota dan Wakil
Walikota Serang Tahun 20f8 sebagaimana terlampir di lnmpiran
Keputusan ini.

Segala biaya yang t'mbul sehubungan diterbitkannya Keputuean ini
dibebankan pada Daftar leinn Pelaksanaan Perjanjian Hibatl Uang
antsra Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Serang Nomor : 9AAlO7-KlDlI\ll2Ol7, Nomor :

253/ KPU.Kote. 0 I 5. 4369AA I lV / 20 17, tar'8gal 05 April 2A fi
Keputu$an ini mulai berlaku pada tanggaf ditetapkan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang

Pada tanggal 05 April 2018

UMUM



IJIMPIRATI

KEHJTUSAT{ KOMISI PEMILIIIAN T,IMUU KOTA SERANG
NOMOR : 8.IO/HX.o3.O r-Kpt 1367 3lKRt-KotlN l2OlE

TEI{TANG

PENEIAPAIT RELAWAN DEMOKRAS'I PADA PEUILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN
20I8
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PBNE-TAPAN REI.AWAN DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA SERANG TAHUN 2018

UMUM
G,

IN

NO NAMA ,{LAMAT SEGMEN

H. BAI SUFYANI, SH. MH KOMP. DEPAC CT*'ARU KEGAMAAN

2 A.ISYAH JL YUMAGA GG. PENERAI{GAN KEGAMAAN

RAHAYUNI PANGGUNG JATI TAXTA(AN KELOMPOK PEREMPUAN

4 RAIIMI. NUR D KP. KEWUNEN WAIANTAKA KELOMPOIi PEREMPUAN

5. FAHMI SYARI,ATI IIAHI CIPUTAT INDAH XELOMPOK PEMILIH PEMUL{

6. SMI HUDRIA}I LINGIfl'NGAN CILAMPANG KEI,oMPOK PEMILIH PEMULA

7 RIAN KURNL{WAN LOI{TAR BARU KELOMPOX DIS,{BILITAS

8 SITI MASTATI K}IASRANI KP. KARODANGAN SEPANG KELOMPOK DTSABIUTAS

9 AHMAD NAWAWI I(P. MAJAIAWANG TARTAIGN KELOMPOK PROFESIONAL

10. ISTOQOMAT DRANGONG TAKTA(AN

ll. DENI PRIATNA JOMBLANG SAWAH LUHUR KELOMPOK PINGGIRAN

12. FATOM KP. KECACANG SAWAH LUHUR XELoMPOK PINGGIRAN

1.

KELOMPO( PROFESIONAL


